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PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan dapat disimpulkan
bahwa secara hierarki perundang-undangan yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah
Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pada Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
menyebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
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Kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dibandingkan kedudukan dari
Peraturan Mahkamah Agung. Dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung harus
tunduk pada Undang-Undang. Mengenai syarat perkara Anak wajib diupayakan
diversi yang disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan didakwa pula dengan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk
surat dakwaan subsidiaritas, alternatif , kumulatif maupun kombinasi (gabungan).
Setelah dilakukan penelitian menemukan bahwa Peraturan Mahkamah Agung terkait
pelaksanaan diversi ini merupakan perluasan makna dari ketentuan syarat diversi yang
ada pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak yaitu diversi dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak

pidana.

. Saran

Berdasarkan penulisan atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini

adalah :

1. Bagi hakim yang menangani perkara anak dapat menjadikan Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Divesi
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bahan hukum yang menjadi
perluasan makna dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal perkara Anak wajib diupayakan

diversi.
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2. Pelaksanaan diversi harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan, baik itu yang diatur pada Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Divesi
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Pengaturan tentang syarat diversi pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak sebaiknya bisa dimasukkan kedalam pengaturan diversi
yang ada di Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.
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